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Abstrak
 

Hutan mangrove mempunyai manfaat ekologi dan sosial-ekonomi. Manfaat ekologis adalah bahwa hutan

mangrove berfungsi dalam kemampuannya mendulcung eksistensi lingkungan fisik dan lingkungan biota.

Manfaat sosial-ekonomi adalah bahwa hutan mangrove menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar untuk

memenuhi keperluan akan bangunan, kayu bakar, dan mencari ikan. Pada kawasan hutan mangrove yang

diusahakan untuk tambak, terbukti memberikan pengaruh positif bagi perluasan lapangan kerja. Oleh karena

itu perlu dilestarikan melalui pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

<br><br>

Keberhasilan pembangunan berwawasan lingkungan (hutan mangrove) tergantung pada efektivitas

perangkat hukum yang ada yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup yang selannjutnya disingkat UULH. Efektivitas implementasi ketentuan pasal-pasal dalam UULH

dalam pengelolaan hutan mangrove tidak hanya ditentukan oleh kualitas perangkat hukum itu sendiri, tetapi

oleh akumulasi berbagai faktor. Salah satu faktor penting keberhasilan pengelolaan hutan mangrove adalah

peranserta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove tersebut. Peranserta tersebut tidak hanya meliputi

peranserta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, tetapi meliputi pula

peranserta kelompok dan organisasi masyarakat. Slamet (1988) mengemukakan bahwa  peranserta

masyarakat sangat mutlak demi berhasilnya pembangunan. Tanpa peranserta masyarakat, suatu

pembangunan harus dinilai tidak berhasil.

<br><br>

Dengan semakin pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan lahan akan semakin

meningkat, baik untuk kepentingan tempat tinggal maupun lokasi industri. Mangrove yang luasnya relalif

kecil (3% dari luas hutan Indonesia), bahkan akan semakin kompleks apabila masyarakat di sekitar kawasan

tersebut mempunyai tingkat sosial ekonomi rendah. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian

ini adalah sejauh mana hak dan kewajiban berperanserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hutan

mangrove.

<br><br>

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban berperanserta dalam pengelolaan

lingkungan hidup (ekosistem hutan mangrove). Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk

melakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nyata di antara peran Serta masyarakat dan identifikasi

faktor-faktor yang mempengamhi tiokat peranserta masyarakat dalam pengelolaan linglcungan hidup (hutan

mangrove).

<br><br>

Hipotesis penelitian adalah diduga bahwa hak dan kewajiban berperanserta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup (hutan mangrove) pada lima propinsi di Indonesia belum optimal, serta diduga

dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional masyarakat setempat.
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<br><br>

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pinak pemerintah sebagai bahan informasi dan evaluasi implementasi

UULH dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup lainnya, khususnya dalam upaya

mendorong peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (ekosistem hutan mangrove) dan

sebagai umpan balik dalam penetapan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

<br><br>

Sifat penelitian ini adalah explorative research. Pada penelitian jenis ini akan menghasilkan deskripsi atau

gambaran ciri-ciri dari suatu obyek yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan suatu keterkaitan.

Pelaksanaan pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (1) tahapan

pengamatan (observasi), dan (2) tahapan survai. Metode untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan

cara wawancara secara langsung pada responden dengan menggunakan daftar kuesioner yang telah

dipersapkan sebelumnya.

 

Data primer diambil dari sampel. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan adanya keterbatasan waktu,

tenaga, dan biaya, disebabkan jumlah populasi yang besar dan jarak lokasi satu dengan lainnya cukup jauh,

jumlah sampel ditetapkan sebanyak 120 orang yang didistribusikan secara merata pada enam lokasi.

<br><br>

Metode dalam mendapatkan sampel adalah non-random sampling, di mana tidak setiap individu

mendapatkan kesempatan atau probabilitas yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Untuk itu terpilih

orang-orang yang langsung dapat dijumpainya, tetapi orang tersebut mempunyai keterkaitan dengan

pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove. Oleh karena itu metode ini disebut juga purposive sampling.

<br><br>

Metode analisis data dilakukan dnegan dua pendekatan. Pendekatan pertaman adalah dengan melakukan uji

statistik dengan cara chi-square (X2). Pendekatan kedua memberikan apa yang dilihat dan didengar dari

responden dan observasi di responden. Untuk memberikan data hasil wawncara terhadap responden, maka

salah satu metode yang dipakai adalah analisis tabel, dengan menggunakan persentase.

<br><br>

Dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder terutama dari BAKORSURNATAL, Biro Pusat Statistik

dan referensi terkait lainnya yang sangat mendukung data primer.

<br><br>

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: bahwa hak dan kewajiban

berperanserta penduduk di sekitar kawasan mangrove belum berkembang secara optimal. Belum optimalnya

peranserta masyarakat berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, sedikitnya arus informasi yang

diperolehnya, rendahnya tingkat penghasilan per kapita, serta masih banaknya pencurian, penebangan liar

dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dapat menyebabkan rusak atau menurunnya kualitas dan

kuantitas hutan mangrove. Disamping itu juga belum adanya penyuluhan, pengarahan dan pembinaan secara

langsung pada masyarakat yang memadai oleh aparat pemerintah.

<br><br>

Pola pengembangan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove pada dasarnya dapat

dilakukan pada empat hal, yakni:

a) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia

b) Meningkatkan tingkat sosial ekonomi masyarakat dengan pola silvofishery



c) Pengembangan kelembagaan

d) Pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.


